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TATA KELOLA PENYEDIAAN  
DATA STATISTIK 

Photo by Jason Cooper on Unsplash  

https://unsplash.com/@salty_sandals?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/agriculture-lanscape-indonesia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


4 

Dasar Hukum 
Penyelenggaraan 
Kegiatan 
Statistik Sektoral 

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Statistik 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia 

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data 
Statistik 

Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik 

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional 

Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional 

Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral 
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PENTINGNYA STATISTIK DALAM  

PEMBANGUNAN 

Sebagai dasar informasi  
dalam penyusunan rencana  
kebijakan pembangunan 

Sebagai panduan dalam  
pelaksanaan pembangunan  

yang sesuai dengan tujuan dan  
sasaran yang telah ditetapkan 

Sebagai acuan dalam  
pengukuran efektivitas dan  

dampak dari pencapaian 
pembangunan 

PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN 

Sebagai panduan dalam  
penentuan batasan-batasan  
untuk menjamin ketercapaian  
pembangunan 

PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN 

PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN 

EVALUASI 
PEMBANGUNAN 

Siklus Pembangunan 
sesuai dengan Perpres No. 39/2019 

tentang Satu Data Indonesia 
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LATAR BELAKANG 

Penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, 

dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah. SDI 



[JUDUL SLIDE SATU BARIS] 
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adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan 

prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang 

secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. SSN 



Kaitan SDI dan SSN 

mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan 
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(Pasal 2 Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019) 

Salah satu tujuan pengaturan Satu Data Indonesia adalah:  

SSN SDI 



Kondisi disrupsi dan pandemi 
COVID19 di seluruh dunia 

Perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi: 
tuntutan modernisasi proses bisnis statistik 

Data statistik semakin penting dan berdampak 
luas 

Kebutuhan pengguna akan data statistik 
semakin beragam 

Tuntutan penyediaan data statistik yang 
semakin cepat 

Sumber data alternative yang tersedia 
semakin banyak: big data dan data 
administrasi Tuntutan penggunaan anggaran belanja negara 

agar semakin efisien 

Tuntutan koordinasi dan kolaborasi antar 
penyelenggara kegiatan statistik yang lebih efisien 

Tantangan Penyediaan Data Statistik 
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PENINGKATAN KAPASITAS STATISTIK 

2 

4 

1 

3 

Kapasitas 
Institusi 
Statistik 

Kapasitas Proses 
dan Metode 

Statistik 

Kapasitas 
SDM 

Kapasitas 
Infrastruktur 

TI 

• Penetapan unit kerja/fungsi yang 
menangani statistik  

• Penyediaan sumber daya yang 
memadai dalam penyelenggaraan 
statistik 

• Penerapan tata kelola data yang 
terintegrasi 

• Penyelenggaraan diklat teknis 
statistik 

• Peningkatan kualitas dan kuantitas 
fungsional statistisi 

• Pembinaan statistik 
• Penyiapan SDM Statistik melalui 

Politeknik statistik STIS 

• Penerapan proses bisnis statistik 
yang berstandar -> GSBPM 

• Integrasi kegiatan statistik 

• Dukungan infrastruktur TI 
terhadap penyelenggaraan 
kegiatan statistik 



3 MENGENAL INDEKS PEMBANGUNAN  
STATISTIK (IPS) 
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LATAR BELAKANG 

RB Pencapaian sasaran RB Nasional “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” melalui pembangunan 

data pemerintah untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis data/fakta. 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

 
* Indeks Pembangunan Statistik 
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Peraturan BPS Nomor 3  
Tahun 2022 

tentang Evaluasi  
Penyelenggaraan Statistik  
Sektoral 



TUJUAN EPSS 

1 

2 

3 

Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik 

Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral  

pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang  

statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah 



5 Pengukuran Kinerja Pembangunan Data / Statistik 

Diperlukan suatu alat ukur kinerja pembangunan data 
sebagai bagian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Indeks Pembangunan Statistik 

IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur 
capaian kinerja  institusi pemerintah (KLDI) dalam 
penyelenggaraan statistik sektoral yang mencakup 5 
domain utama yaitu,  Prinsip SDI; Kualitas Data; Proses 
Bisnis Statistik; Kelembagaan; dan Sistem Statistik 

Dari hasil pengukuran dapat diperoleh nilai Indeks Nasional dan nilai Indeks 
diklasifikasikan menurut institusi per Kementerian dan Lembaga serta nilai  
Indeks menurut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Optimum 

Terpadu dan  

Terukur 

Terdefinisi 

Terkelola 

Rintisan 



KONSEP MODEL TINGKAT KEMATANGAN 

313
1 

Optimum 

Terpadu dan 

Terukur 

Terdefinisi 

Terkelola 

Rintisan 

Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh 
seluruh unit kerja 

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja,  

namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja 
itu sendiri 

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan  

kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang  

melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja 
dalam organisasi 

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah  

berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral  

dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses 

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan  

kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi 
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Mengukur capaian  
penyelenggaraan SDI dan data  
statistik sektoral di K/L/Pemda 

18 

Mendapatkan satu ukuran  
terpenuhinya prasyarat  
penyelenggaraan SDI dan  
statistik 

Sebagai dasar untuk melakukan  

pemantauan dan evaluasi  
penyelenggaraan SDI dan data  
statistik di K/L/Pemda 

Digunakan untuk  

menyusun strategi  
pembinaan data statistik 

Tujuan Indeks Pembangunan Statistik 
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HASIL SEMENTARA EPSS 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
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HASIL SEMENTARA EPSS MENURUT TAHAPAN PENILAIAN 
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HASIL SEMENTARA EPSS MENURUT TAHAPAN PENILAIAN 

3,69 

INTERVIEW 

0.0
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TAHAPAN 
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SARAN DAN MASUKAN HASIL INTERVIEW EPSS 

1 

2 

3 

Melakukan reviu berkala setiap kegiatan penyelenggaraan 

statistik sektoral baik dari segi pemasukan data, kualitas data 

dan diseminasi data 

Pemanfaatan sumber data alternatif baru yaitu Big Data 

Menetapkan Senarai Rencana Terbit/Advanced Release 

Calendar (ARC) Data pada portal NTB Satu Data 



Contoh ARC data pada Portal BPS 

Merupakan suatu kewajiban 

produsen data kepastian rilis 

data kepada konsumen data 

dalam bentuk Senarai Rencana 

Terbit data yang di pampang 

pada Portal Data (NTB Satu 

Data) 
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PENUTUP 

“Diperlukan Koordinasi dan Kolaborasi 
Bersama dalam Penyelenggaraan Satu 

Data Indonesia guna Menghasilkan Data 
Statistik yang Berkualitas” 



Terima Kasih! 

SATU DATA

INDONESIA

https://data.ntbprov.go.id  |  https://ntb.bps.go.id 


